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DUDUK PERKARA OTT BUPATI LABUHANBATU DIDUGA TERIMA SUAP  

RP 1,7 MILIAR 

 

 
Sumber Gambar: https://medan.kompas.com/ 

 

Jakarta - Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR) telah ditetapkan KPK 

sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 1,7 miliar. Suap itu diberikan untuk 

pengkondisian proyek di Labuhanbatu. 

Erik ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 

Kamis (11/1/2024). KPK awalnya menangkap 10 terduga pelaku. Hasil penyidikan KPK 

menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

Ghufron mengatakan kasus ini berawal dari informasi yang diterima KPK perihal 

telah terjadi pemberian uang secara tunai dan transfer yang melibatkan tersangka Rudi 

Syahputra. Tim KPK lalu bergerak dan menemukan bukti uang tunai. 

"Turut diamankan uang tunai dalam kegiatan ini sejumlah sekitar Rp 551,5 juta 

sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sejumlah Rp 1,7 miliar," ujar Ghufron, 

Jumat (12/1). 

Ghufron mengatakan kasus suap yang melibatkan Bupati Labuhanbatu ini terkait dengan 

pengadaan proyek di SKPD Pemkab Labuhanbatu. Proyek itu di antaranya terjadi di 

Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. 

Sejumlah proyek yang menjadi agenda dari Erik Adtrada selaku Bupati memiliki 

nilai proyek sekitar Rp 19,9 miliar. Tersangka Rudi Syahputra lalu ditunjuk oleh Erik 

Adtrada untuk mengatur secara sepihak terkait kontraktor yang memenangkan proyek 

tersebut. 

"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang 

akan dimenangkan, yaitu 5% sampai dengan 15% dari besaran anggaran proyek," tutur 

Ghufron. 
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Dua proyek di Dinas PUPR lalu dimenangkan oleh dua tersangka swasta bernama Effendi 

Syahputra (ES) dan Fazar Syahputra (FS). Keduanya memberikan sejumlah uang kepada 

Bupati Labuhanbatu dengan kode 'kirahan'. 

"EAR melalui orang kepercayaannya, yaitu RSR, selanjutnya meminta agar 

segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan 'kutipan/kirahan' dari para kontraktor 

yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR," 

ujar Ghufron. 

Ghufron menambahkan, dari bukti permulaan, Bupati Labuhanbatu diduga menerima 

suap senilai Rp 1,7 miliar. 

"Besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp 551,5 juta 

sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar," katanya. 

Dua tersangka dari pihak swasta selaku pemberi suap dikenakan dengan jeratan 

Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara dua tersangka penerima suap, yaitu Bupati Labuhanbatu dan anggota 

DPRD Labuhanbatu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 

Tahun 1999. 

 

Sumber Berita: 

1. https://news.detik.com/berita/d-7138736/duduk-perkara-ott-bupati-labuhanbatu-

diduga-terima-suap-rp-1-7-miliar, 12 Januari 2024 

2. https://nasional.kompas.com/read/2024/01/11/15141551/ott-di-sumut-kpk-

amankan-uang-tunai, 11 Januari 2024 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

https://news.detik.com/berita/d-7138736/duduk-perkara-ott-bupati-labuhanbatu-diduga-terima-suap-rp-1-7-miliar
https://news.detik.com/berita/d-7138736/duduk-perkara-ott-bupati-labuhanbatu-diduga-terima-suap-rp-1-7-miliar
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/11/15141551/ott-di-sumut-kpk-amankan-uang-tunai
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/11/15141551/ott-di-sumut-kpk-amankan-uang-tunai
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Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1  

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 55 Ayat (1) 

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang 

lain supaya melakukan perbuatan. 

 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/ 

Samuel 
4 

 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021. 

Pasal 7 Ayat (1) 

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat 

persaingan usaha tidak sehat; 

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan 

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; 

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan 

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun 

yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 


